
BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NO MOR \ \ TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat ( 1 )  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan berkenaan 
dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah 
perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3452); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881);  

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020­ 
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10 ) ;  

9. Peraturan Presiden Nomor 1 1 1  Tahun 2022 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 180); 

10. Peraturan Presiden Nomor Nomor 134 Tahun 2022 tentang 
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
242); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312 ) ;  

12 .  Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 868); 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1891 ) ;  



14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4  Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1619) ;  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2 1  Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 158); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ) ;  

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 149); 

20 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 677); 

22 .  Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan 
Lembaran Daerah provinsi Lampung Nomor 500); 

24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 1  Tahun 2023 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 
Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 
Nomor 21 ) ;  



25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005­ 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 
2013 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 353); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2017 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 391)  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4); 

28. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 
Nomor 14 ) ;  

29. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 34 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 
Nomor 34); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3 .  Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 



6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan 
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. 

10.  Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

1 1 .  Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 

12 .  Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari 
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar basil (outcome) 
dapat terwujud. 

13 .  Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan 
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

15 .  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai 
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk 
memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian 
Tujuan dan Sasaran RPD. 

(2) Tujuan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut : 
a. menajamkan penjabaran Tujuan dan Sasaran dalam agenda-agenda 

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD, dan 
melaksanakan pada periode satu tahun anggaran; 

b. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya daerah; 
c. menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran; 
d. terwujudnya tolak ukur penilaian kinerja kebijakan dan program 

pembangunan daerah yang terukur; dan 
e. memberikan panduan atas program dan kegiatan yang mengalami 

perubahan atau penambahan program dan kegiatan seiring dengan 
berjalannya pelaksanaan APBD Tahun 2023. 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai 

: Pendahuluan; 
: Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2023; 
: Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; 
: Sasaran prioritas pembangunan daerah; 

( 1 )  Perubahan 

berikut: 
a. B AB I  
b. BAB II 
c. BAB III 
d. BAB IV 



e. BAB V : Rencana kerja dan Pendanaan Daerah; dan 
f. BAB VI : Penutup. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
lill. 

Pasal 4 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan: 
a. dasar penetapan Perubahan RKPD; 
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan 

PPAS; 
c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD; dan 
d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 1 Jut 2023 

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

NUKMAN 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal ) 1  Jul 2023 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

ttd. 

ISMET INONI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

200501 1 008 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR (1 


